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1. Alasan pembenar adalah alasan penghapus sifat melanggar hukum dari 

suatu tindakan yang menjadikan tindakan terdakwa dianggap sebagai 

tindakan benar dan patut.
126

 

a. Kondisi darurat atau daya paksa diatur berdasarkan pasal 48 KUHP 

yang menjelaskan bahwasanya siapa saja melaksanakan suatu 

tindakan disebabkan adanya budaya paksa maka tidak bisa dihukum 

b. Pembelaan terpaksa dengan dasar hukum yaitu pasal 49 ayat 1 KUHP 

yang menjelaskan bahwasanya tidak bisa dihukum seseorang yang 

melaksanakan tindakan pembelaan terpaksa baik bagi pribadinya 

maupun orang lain, menjaga kehormatan maupun harta pribadinya 

maupun orang lainnya sebab adanya serangan maupun diancam akan 

diserang yang dekat ketika melakukan tindakan melanggar hukum 

c. Melaksanakan aturan perundang-undangan, dijelaskan dalam pasal 50 

KUHP yang menerangkan bahwasanya Siapa saja yang melaksanakan 

suatu tindakan guna menjalankan aturan perundang-undangan maka 

tidak bisa dihukum 

d. Perintah dari jabatan yang sah di mana dalam pasal 51 ayat 1 KUHP 

menjelaskan bahwasanya Siapa saja yang berbuat sesuatu hal dalam 

rangka menjalankan perintah jabatannya dari penguasa yang 

berwenang maka tidak bisa dihukum 

                                                           
126 Moeljato, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 137. 
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2. Alasan pemaaf yaitu alasan penghapus kesalahan dari terdakwa. Perbuatan 

terdakwah tetap memiliki sifat sebagai tindakan pidana atau pelanggaran 

terhadap hukum namun tidak dihukum sebab tidak terdapat kesalahan.
127

 

a. Tidak bisa dipertanggungjawabkan apabila terdapat kondisi kejiwaan 

individu yang membuat tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak 

tindakannya. Permasalahan terdapat dan tidaknya 

pertanggungjawabkan ditetapkan Hakim serta bukan merupakan 

kewenangan dari ahli kejiwaan medis. Terkait individu yang mabuk 

maka dianggap bahwa ia sebelumnya memiliki kesengajaan untuk 

meminum minuman keras dan jika setelah meminum dan 

melaksanakan suatu kejahatan, Iya dinilai memiliki kesengajaan 

melakukannya sebab tahu konsekuensi apabila ia mabuk. Dasar 

hukum adanya kondisi tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu pasal 

44 ayat 1 KUHP yang mengatur bahwasanya setiap orang yang 

berbuat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya dikarenakan 

cacat akal atau terganggu dikenakan penyakit tertentu tidak bisa 

dihukum 

b. Pembelaan terpaksa melewati batas dikarenakan serangan, dengan 

dasar hukum yaitu KUHP pasal 49 ayat 2 yang menerangkan 

bahwasanya kondisi tersebut dikarenakan adanya guncangan jiwa 

secara hebat sebab terdapat serangan maupun adanya ancaman 

serangan yang tidak dipaksa 

                                                           
127 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 154-159. 
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c. Adanya perintah jabatan secara tidak sah namun terdakwa 

menganggap bahwa hal tersebut sah dengan dasar hukum yaitu KUHP 

pasal 51 ayat 2 menjelaskan bahwasanya adanya perintah jabatan 

dengan tidak disertai Adanya kewenangan, tidak menimbulkan 

terhapusnya pidana kecuali Apabila pihak yang diperintahkan 

memiliki niat baik Dan menganggap bahwasanya perintah tersebut 

merupakan bagian dari tanggung jawabnya 

C. Analisis Komparatif Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan 

Hukum Positif terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandung 

Dalam konteks pandangan umum dari delik pemenuhan, terdapat 

perbedaan fiqih jinayah dengan hukum positif. Menurut fiqih jinayah perbuatan 

tersebut tidak merepresentasikan ketegasan dan keadilan terkait usaha 

implementasinya, karena termasuk persyaratan qishas adalah tidak bisa 

menghukum orang tua meskipun membunuh anaknya. Apabila dibandingkan 

dengan hukum positif yakni dengan KUHP dan undang-undang, dapat 

dinyatakan bahwa peraturan tersebut telah merepresentasikan ketegasan 

sekaligus keadilan terkait usaha penegakan hukum atas delik pembunuhan 

terhadap anak dengan pelaku orang tuanya. Di mana batas pidananya adalah 

sanksi penjara maksimal 15 tahun. Indonesia menganut hukum positif karena 

sistem ini memberikan struktur hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara 

konsisten di seluruh wilayah negara. Hukum positif mencerminkan prinsip-

prinsip modern yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang 

dibuat oleh otoritas resmi negara, sehingga dapat menyesuaikan dengan 
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dinamika sosial dan perkembangan zaman. Selain itu, hukum positif dianggap 

lebih universal dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat yang 

heterogen, seperti di Indonesia, yang memiliki beragam suku, agama, dan 

budaya. 

Berdasarkan analisis, hukuman bagi orang tua yang membunuh 

anaknya dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak memberikan hukuman penjara maksimal 15 

tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000,00. Hukuman ini dirancang untuk 

memberikan efek jera dan perlindungan terhadap anak-anak, yang 

mencerminkan pendekatan preventif dan retributif. Di sisi lain, hukum pidana 

Islam atau Fiqh Jinayah memberikan fleksibilitas melalui hukuman takzir yang 

ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan keadaan kasus. 

Meskipun fleksibel, ini bisa kurang konsisten dibandingkan hukum positif yang 

lebih sistematis. Hukum positif Indonesia dianggap lebih efektif dalam 

memberikan keadilan dan kepastian hukum karena memiliki dasar yang lebih 

terstruktur dan dapat diaplikasikan secara seragam di seluruh Indonesia, 

sementara hukum takzir dalam Fiqh Jinayah sangat bergantung pada 

interpretasi individu hakim, yang dapat menghasilkan variasi hukuman yang 

signifikan untuk kasus serupa. 

Selain itu terdapat pandangan ulama terkait delik dibunuhnya anak oleh 

orang tua di mana mayoritas ulama menjelaskan bahwasanya tidak bisa 

dilakukan qishas kepada orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap 

anaknya, namun Imam Malik menjelaskan bahwa tidak dilakukan qishas ketika 



 

 

 

 

94 

pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja namun dapat dikenai hukuman 

qisos jika dilakukan secara sengaja. Hal tersebut bertujuan sebagai pelajaran 

untuk orang tua agar tidak bertindak sewenang-wenang. Namun berdasarkan 

QS Al Maidah ayat 45 yang sederhananya mengatur bahwa nyawa harus 

dibalas nyawa dan berdasarkan QS al-baqarah ayat 178 yang mengharuskan 

untuk memberikan qisos terkait dibunuhnya seseorang. Berdasarkan QS 

Annisa ayat 92 maka bukanlah suatu kepatutan jika Muslimin membunuh 

muslimin yang lain dengan pengecualian karena ketidaksengajaan, dan jika 

terdapat orang yang melakukan pembunuhan dikarenakan kesalahan, orang 

tersebut harus memerdekakan budak dan membayarkan diyat untuk ahli waris 

korban dengan pengecualian apabila mendapatkan Maaf dari ahli waris korban 

Di sisi lain berdasarkan hukum positif, pembunuhan terhadap anak 

dimasukkan ke dalam KUHP hingga UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 

2002. Hampir setiap undang-undang yang disahkan dalam beberapa tahun 

terakhir berfokus pada pelecehan dan penelantaran anak. Kasus tersebut dapat 

terjadi pada karena berbagai faktor, antara lain: tekanan orang tua untuk 

membesarkan anak, kemarahan karena tekanan keuangan, dan lain-lain.
128

 

Sanksi hukumannya dimuat pada pasal 338 hingga 350 KUHP serta pasal 80 

ayat 4 UU perlindungan anak. Pada hakekatnya hukum positif mengatur bahwa 

setiap tindakan merampas nyawa individu lain yang merupakan perbuatan 

pembunuhan dan harus dipidana. 

                                                           
128 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindunagn Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 

1990), 55. 
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Berdasarkan perspektif fiqih jinayah maka pelaku orang tua 

pembunuhan anaknya masih bisa dikenai hukuman berdasarkan ayat Alquran 

yang mengatur bahwa nyawa dibalas senyawa serta ada Hadis yang 

menyatakan orang tua tidak di qishas jika membunuh anak hanyalah 

merupakan penjelas Alquran. Dengan maraknya kasus dibunuhnya anak 

dengan pelaku orang tuanya sendiri maka jika mengacu pada dasar bahwa tidak 

bisa dilakukan qishas kepada orang tua yang membunuh anaknya dapat 

menjadikan makin bertambah banyaknya kasus pembunuhan terhadap 

anaknya.. Selain itu, negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki 

banyak peraturan, oleh karena itu, sebagai warga negara hukum harus tunduk 

dan patuh pada aturan hukum karena peraturan-peraturan yang ada bertujuan 

agar setiap orang berperilaku dengan baik. Pasal 338 KUHP dengan jelas 

menyatakan Barang siapa secara sengaja membunuh individu lainnya dikenai 

hukuman penyerang maksimal 15 tahun. Hukuman penjara bagi pembunuh 

anak diatur pada pasal 341, 342, 346 dan 351. Perumusan kebijakan KUHP 

kedepannya wajib harus lebih tegas sehingga meminimalisir kasus anak dengan 

pelaku orang tuanya.
129

 

Analisis filosofis perbedaan sanksi bagi orang tua yang membunuh 

anak kandungnya dalam Fiqh Jinayah dan hukum positif Indonesia 

menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuan pemidanaan  

yang mencerminkan filosofi masing-masing sistem hukum. Dalam Fiqh 

Jinayah, sanksi bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya dikenakan 

                                                           
129 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 71. 
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ta'zir. Ta'zir memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menetapkan sanksi 

yang dianggap paling tepat, mulai dari yang terberat hingga yang teringan. 

Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang 

berfokus pada retribusi dan penjeraan. Penerapan ta'zir didasarkan pada 

kesepakatan mayoritas ulama (ijma') dan didukung oleh Hadist Nabi 

Muhammad yang menghapus sanksi qishash bagi orang tua yang membunuh 

anaknya. Hadist ini menyatakan bahwa "Seorang ayah tidak dibunuh (dihukum 

qishash) karena membunuh anaknya" (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya).  

Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks keluarga, terdapat 

pertimbangan khusus yang mempengaruhi penerapan hukuman, dimana kasih 

sayang dan ikatan emosional antara orang tua dan anak diakui dalam hukum 

Islam. Hakim memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan berbagai faktor, 

termasuk niat, kondisi psikologis pelaku, serta dampak perbuatan tersebut 

terhadap masyarakat. Filosofi ini mengakar pada keyakinan bahwa hukuman 

harus tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mencegah terjadinya 

kejahatan serupa di masa depan dan mengembalikan keseimbangan sosial. 

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi ta'zir menunjukkan adaptabilitas 

hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi unik, dengan tujuan akhir 

mencapai keadilan yang holistik dan mempertimbangkan aspek moral dan 

sosial secara menyeluruh. Penghapusan sanksi qishash dalam kasus ini juga 

mencerminkan prinsip rahmat (belas kasihan) dalam hukum Islam, yang 

menempatkan nilai keluarga dan kasih sayang sebagai pertimbangan penting 

dalam penentuan hukuman. 
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Sementara itu, hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam 

pasal 80 ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

menetapkan sanksi yang lebih terstruktur dan spesifik: hukuman penjara 

maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000,00. Pendekatan ini 

didasarkan pada prinsip legalistik dan preventif. UU Perlindungan Anak 

mengkategorikan pembunuhan oleh orang tua sebagai tindakan kejahatan yang 

sangat serius, dengan menetapkan unsur-unsur kejahatan secara jelas seperti 

terenggutnya nyawa anak, adanya tindakan kekerasan, serta status korban 

sebagai anak di bawah 18 tahun. Pendekatan ini berfokus pada memberikan 

perlindungan maksimal kepada anak-anak dan menekankan pentingnya 

pencegahan dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. 

Filosofi hukum positif Indonesia menekankan kepastian hukum dan kesetaraan 

dalam penerapan sanksi, sehingga setiap pelaku dengan pelanggaran serupa 

akan mendapatkan hukuman yang setimpal, menciptakan efek jera secara 

general dalam masyarakat. Filosofi hukum positif Indonesia menekankan 

kepastian hukum dan kesetaraan dalam penerapan sanksi, sehingga setiap 

pelaku dengan pelanggaran serupa akan mendapatkan hukuman yang setimpal, 

menciptakan efek jera secara general dalam masyarakat. Dengan menetapkan 

hukuman yang jelas dan berat, hukum positif Indonesia bertujuan untuk 

memberikan sinyal tegas tentang perlindungan terhadap anak dan upaya serius 

untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. 

Perbedaan ini mencerminkan pandangan filosofis yang berbeda: Fiqh 

Jinayah lebih berorientasi pada fleksibilitas dan keadilan kontekstual dengan 
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memperhitungkan nilai-nilai rahmat dan kasih sayang, sedangkan hukum 

positif Indonesia lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan 

hak-hak anak secara eksplisit. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan akhir 

yang serupa, yaitu melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan, tetapi 

melalui mekanisme dan prinsip yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai 

fundamental masing-masing sistem hukum. 

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat persamaan dan perbedaan 

antara fiqih jinayah dengan hukum positif atas kasus pembunuhan anak oleh 

orang tua. Persamaannya adalah bahwa kedua hukum tersebut bertujuan untuk 

memberi keamanan dan melindungi kemaslahatan umat. Kedua hukum tersebut 

juga mengatur dan membahas kasus pembunuhan dengan sangat rinci, mulai 

dari bentuk, unsur-unsur hingga sanksi pidananya. Selain itu persamaannya 

terletak pada unsur delik pembunuhan yaitu pada fiqih jinayah, unsurnya 

adalah korban merupakan manusia hidup dan meninggalnya korban adalah 

disebabkan tindakan pelaku yang didasari kesengajaan ataupun kesalahan. 

Sementara menurut hukum positif unsurnya terbagi ke dalam objektif dan 

subjektif, Iya itu tindakan individu baik secara sengaja atau disebabkan 

kesalahan, tindakan yang menimbulkan meninggalnya seseorang serta 

pendapatnya kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku. Berdasarkan dua 

perspektif hukum tersebut bisa disimpulkan terdapat kesamaan terkait unsur 

delik pembunuhan. Untuk perbedaan fiqih jinayah dengan hukum positif terkait 

kasus pembunuhan anak oleh orang tua dapat diketahui melalui tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang 

Orang Tua yang Membunuh Anak 

 Hukum Pidana Islam Hukum Pidana Positif 

Definisi 

Anak  

Tidak menerangkan batas 

umur anak sebab 

kedudukan seseorang 

tidak terbatas 

berdasarkan umurnya 

Pasal 45 KUHP 

Anak: individu yang umurnya belum 

16 tahun) 

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak 
Anak: individu dibawah 18 tahun 

Bentuk 

Pembunuhan 

- Sengaja 

- Semi Sengaja 

- Tidak Sengaja 

 

- biasa 

- berencana 

- Aborsi 

- disertai penganiayaan 

Sanksi  - Pembunuhan 

Sengaja: 

 Qishash (hukuman 

pokok) 

 Diyat 

mughalladzah 

berupa 100 ekor 

unta/emas/perak 

(hukuman 

pengganti) 

 Ta’zir dicabutnya 

hak waris dan 

wasita (hukuman 

tambahan) 

- Pembunuhan Semi 

Sengaja:  

 Diyat berupa 100 

ekor unta/emas/ 

perak (hukuman 

pokok) 

 Puasa dan ta’zir  

(hukuman 

pengganti) 

 Terhalangnya hak 

waris dan wasiat 

(hukuman 

tambahan) 

- Pembunuhan Tidak 

Sengaja 

 Diyat mukhaffafah 

berupa 100 ekor 

- Pembunuhan Anak Biasa: 7 tahun 

penjara (Pasal 341 KUHP) 

Maksimal 15 tahun atau denda 

Maksimal Rp 45.000.000,00 (Pasal 

44 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan 

KDRT) 

 

- Pembunuhan Anak Berencana: 9 

tahun penjara (Pasal 342 KUHP) 

 

- Aborsi: 4 tahun penjara (Pasal 346 

KUHP) 
Maksimal 10 tahun dan denda 

Maksimal Rp1.000.000.000,00 

(Pasal 77A UU Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan 

Anak) 

Minimal 5 tahun dan penjara 

Maksimal 20 tahun atau denda 

minimal Rp 25.000.000,00 dan 

Maksimal Rp 500.000.000,00 

(Pasal 44 Ayat 3 UU Nomor 23 

Tahun 2004 tentang 

Penghapusan KDRT) 

 

- Pembunuhan Anak disertai/ 

didahului penganiayaan: 7 tahun 

ditambah sepertiga ancaman 

sebelumnya (Pasal 351 KUHP) 

Maksimal 15 tahun dan denda 

Maksimal Rp3.000.000.000,00 
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unta/emas/perak 

(hukuman pokok) 

 Puasa dan ta’zir  

(hukuman 

pengganti) 

 Terhalangnya hak 

waris dan wasiat 

(hukuman 

tambahan) 

 

(Pasal 80 Ayat 3 UU Nomor 35 

Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak) 

ditambah sepertiga jika pelaku 

adalah orang tuanya (Pasal 80 

Ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan 

Anak) 

 

Berdasarkan analisis komparasi mendalam terhadap sanksi bagi orang 

tua yang membunuh anak kandungnya dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana 

Islam) dan hukum positif Indonesia menunjukkan perbedaan filosofis yang 

signifikan dalam pendekatan pemberian hukuman. Dalam Fiqh Jinayah, sanksi 

yang diberikan adalah ta'zir, di mana hakim memiliki keleluasaan untuk 

menentukan hukuman berdasarkan berbagai faktor, termasuk niat pelaku, 

kondisi psikologis, dan dampak sosial dari perbuatan tersebut. Ta'zir 

mencerminkan prinsip retribusi dan penjeraan, namun juga mempertimbangkan 

rahmat dan fleksibilitas dalam penerapannya. Sementara itu, hukum positif 

Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, menetapkan sanksi yang lebih terstruktur dan 

spesifik: hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 

Rp3.000.000.000,00. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum dan 

perlindungan hak-hak anak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera yang 

jelas dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. 

Jika dibandingkan secara filosofis, hukuman dalam hukum positif 

Indonesia cenderung lebih berat. Hal ini karena hukum positif Indonesia 
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menetapkan batasan maksimal yang jelas dan terukur, yang memberikan 

kepastian bahwa pelaku akan menerima hukuman yang signifikan tanpa 

banyak ruang untuk keringanan. Hukuman penjara maksimal 15 tahun dan 

denda besar dirancang untuk memberikan efek jera yang kuat dan 

menunjukkan komitmen tegas negara dalam melindungi anak-anak dari 

kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tidak ada pertimbangan khusus yang 

dapat meringankan hukuman berdasarkan hubungan keluarga, yang berarti 

bahwa setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian anak akan 

dihukum berat tanpa pengecualian. 

Sebaliknya, dalam Fiqh Jinayah, meskipun sanksi ta'zir dapat 

mencakup hukuman berat, fleksibilitas yang diberikan kepada hakim untuk 

mempertimbangkan berbagai faktor dapat menghasilkan hukuman yang lebih 

ringan tergantung pada konteks dan interpretasi. Prinsip ini dapat menyebabkan 

penerapan hukuman yang lebih lunak dalam kasus tertentu, terutama ketika ada 

unsur penyesalan atau niat baik dari pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun Fiqh Jinayah memiliki potensi untuk memberikan hukuman berat, 

dalam praktiknya, hukuman tersebut bisa lebih ringan dibandingkan dengan 

hukuman dalam hukum positif Indonesia yang lebih kaku dan tegas. Dengan 

demikian, secara filosofis dan dalam praktik pemberian hukuman, hukum 

positif Indonesia memberikan sanksi yang lebih berat bagi orang tua yang 

membunuh anaknya dibandingkan dengan Fiqh Jinayah. Hukum positif 

Indonesia menekankan pada kepastian hukum, perlindungan maksimal 

terhadap anak-anak, dan efek jera yang kuat, yang membuat hukuman yang 
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dijatuhkan cenderung lebih berat dan tidak dapat diringankan oleh 

pertimbangan-pertimbangan lain. 

Berdasarkan pertimbangan tesrebut, penulis memilih hukum positif 

Indonesia sebagai sistem yang lebih efektif dalam konteks pemberian hukuman 

bagi orang tua yang membunuh anaknya. Alasan utama adalah ketegasan dan 

kepastian hukum yang terkandung dalam hukum positif Indonesia. Pasal 80 

ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan 

hukuman yang jelas dan tegas yaitu penjara maksimal 15 tahun dan denda 

hingga Rp3.000.000.000,00. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaku 

menerima konsekuensi yang signifikan atas tindakannya, memberikan efek jera 

yang kuat, dan menegaskan komitmen negara dalam melindungi anak-anak 

dari kekerasan. 

Efektivitas hukum positif Indonesia juga didukung oleh tujuan 

preventifnya. Hukuman yang berat dan jelas dirancang untuk menakut-nakuti 

calon pelaku kejahatan, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka 

kekerasan terhadap anak. Kepastian hukum ini penting dalam sistem hukum 

modern karena memberikan pesan yang tidak ambigu kepada masyarakat 

bahwa tindakan kekerasan terhadap anak tidak akan ditoleransi dan akan 

dihukum dengan tegas. Meskipun Fiqh Jinayah memiliki keunggulan dalam hal 

fleksibilitas dan pendekatan yang lebih holistik melalui ta'zir, yang 

memungkinkan penyesuaian hukuman berdasarkan konteks dan faktor-faktor 

individu, dalam kasus pembunuhan anak oleh orang tua, pendekatan yang lebih 

tegas dan tidak dapat ditawar dari hukum positif Indonesia lebih efektif dalam 
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memberikan perlindungan langsung dan mencegah terjadinya kejahatan serupa 

di masa depan. Pendekatan ini juga lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang 

memastikan bahwa pelaku kekerasan berat mendapatkan hukuman yang 

setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sanksi pidana berdasarkan hukum pidana Islam atas kasus pembunuhan 

anak oleh orang tua yaitu dibedakan menurut bentuk pembunuhan dari 

pelaku. Pemenuhan sengaja dikenakan sanksi qishash sebagai sanksi 

utama, diyat sebagai sanksi pengganti dan ta’zir sebagai sanksi tambahan. 

Pembunuhan tidak sengaja dan dikenakan sanksi diyat sebagai sanksi 

pokok, ta’zir dan puasa sebagai sanksi  pengganti serta dicabutnya waris 

dan wasiat sebagai sanksi tambahan 

2. Sanksi pidana menurut hukum positif atas kasus pembunuhan anak oleh 

orang tua yaitu dibedakan berdasarkan bentuk pembunuhan. Pembunuhan 

anak kebiasaan dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara maksimal 15 tahun 

penjara dan denda. Pembunuhan anak berencana diberikan hukuman 9 

tahun penjara dan tindakan aborsi dikenakan sanksi 4 tahun penjara 

maksimal 10 tahun penjara beserta denda 

3. Analisis komparatif sanksi pidana dalam fiqih jinayah dan hukum positif 

terhadap kasus pembunuhan anak oleh orang tua yaitu dalam fiqih jinayah 

hukum pidananya mencakup sanksi pokok, pengganti dan tambahan. 

Sedangkan dalam hukum positif sanksi pidananya adalah sanksi pokok 

serta sanksi tambahan. Sanksi tambahan berlaku atas kewenangan Hakim 
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B. Saran 

1. Meskipun ada perbedaan antar ulama terhadap kasus pembunuhan anak 

oleh orang tua, sebagai warga negara hukum, kita wajib mematuhi regulasi 

yang ada. Dalam hukum Islam disebut ta’zir yaitu pemberian hukuman 

berdasarkan kebijaksanaan Hakim 

2. Para apparat hukum harus lebih tegas dalam memberikan sanksi atas orang 

tua pelaku pembunuhan anaknya.. Sanksi yang dikenakan harus sangat 

berat agar pelaku benar-benar jera. 

3. Dengan masih banyaknya kasus pembunuhan anak kandung oleh orang 

tua, maka pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti kasus 

tersebut agar tidak terjadi lagi. Pemerintah harus melakukan upaya 

penyuluhan atau sejenisnya untuk menghindari orang tua yang bertindak 

sewenang-wenang kepada anaknya. Selain itu kompleksnya regulasi 

terkait pembunuhan anak, harusnya aparat hukum dengan mudah menjerat 

para pelaku dan perlu memberikan sanksi yang benar-benar setimpal dan 

sangat berat. Kepada masyarakat agar memiliki kepekaan lebih dan 

membantu sesamanya untuk meminimalisir delik pembunuhan orang tua 

terhadap anak kandungnya sendiri. Masyarakat harus memperkuat 

solidaritasnya serta meningkatkan ketakwaan. 
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